LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.69, 2019 HUKUM Hakim Ad-hoc. Tata Cara Pengangkatan
dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc. (Penjelasan
dalam Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6333)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
HAKIM AD-HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
HAKIM AD-HOC PADA MAHKAMAH AGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa  penyelenggaraan seleksi Hakim  Ad-Hoc
Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc
pada Mahkamah Agung perlu dilaksanakan sesuai
dengan tugas, fungsi, dan wewenang lembaga negara;

b. bahwa ketentuan mengenai seleksi Hakim Ad-Hoc
Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc
pada Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-
Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc
pada Mahkamah Agung, perlu dilakukan penyesuaian
dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat
dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
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Mengingat

Menetapkan

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan  atas
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-
Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc

pada Mahkamah Agung;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4356);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi

Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004
tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5250);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-
Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc
pada Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4449);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN HAKIM AD-HOC PENGADILAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN HAKIM AD-HOC PADA
MAHKAMAH AGUNG.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor

41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan

Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan

Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4449) diubah sebagai berikut:

1.

Di antara Angka 1 dan Angka 2 disisipkan 2 (dua)

angka, yakni Angka la dan Angka 1b dan di antara

Angka 5 dan Angka 6 disisipkan 2 (dua) angka yakni

Angka 5a dan Angka 5Sb serta ketentuan Angka 8 Pasal

1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud

dengan:

1.

la.

1b.

Hakim Ad-Hoc adalah Hakim Ad-Hoc pada
Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim

Ad-Hoc pada  Mahkamah  Agung yang

pengangkatannya atas usul serikat
pekerja/serikat buruh dan organisasi
pengusaha.

Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan
Industrial adalah Hakim Ad-Hoc di Pengadilan
Hubungan Industrial yang pengangkatannya
atas usul serikat pekerja/serikat buruh dan
organisasi pengusaha.

Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung adalah
Hakim Ad-Hoc Hubungan Industrial di
Mahkamah Agung yang pengangkatannya atas
usul serikat pekerja/serikat buruh dan
organisasi pengusaha.

Perselisihan  Hubungan Industrial adalah

perbedaan pendapat yang mengakibatkan
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